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Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik dan tetap
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. PARA PIHAK menerangkan
dengan ini sepakat dan setuju setelah dilakukan Nota Kesepahaman, selanjutnya dituangkan

dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing,
dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan
berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor | tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);.

7. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar
Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk

mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemlih

Pemula, Pojok Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyatakan

hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi PARA
PIHAK dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula,
Pojok Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip saling
menguntungkan;

2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi PARA PIHAK dalam
rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula, Pojok
Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip saling
menguntungkan, terutama dimasa Pandemi Covid-19.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan

secara partisipatif;

Sosialisasi Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu/Pemilihan;

Sosialisasi pencegahan penyebaran berita bohong (hoax);

Sosialisasi pencegahan penyebaran isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan);

Sosialisasi pencegahan politik uang (money politic) dalam Pemilu/Pemilihan;

Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN dilarang melakukan perbuatan yang

mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat

dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;

7. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh
manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;

I N

Scanned with CamScanner



8. Sosialisasi pencegahan terhadap perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
kampanye;

9. Penyebarluasan informasi tentang Web-Site dan PPID Bawaslu Kabupaten Sijunjung;

10. Penyebarluasan informasi tentang “Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sijunjung”;

11. Penyebarluasan informasi tentang “Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif
Bawaslu Kabupaten Sijunjung”;

lleanfamnmnadanmberd;yaymgadnpadammg—mumgplhkm
kesepakatan;

13. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada
mggttmmumg—mumgpﬂukdmmbemmberhmymgnd&mgihgmkmn
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

15 MmiﬂingpehkmmnPnjmjimKerjaSamainidihhnhnolehmuing—muhgpiht
dan/atau PARA PIHAK secara bersama-sama. mah ool
Dses EvdmtpeukmquijmKeQaSmnﬂdﬂnhmkmothMMm
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3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka
waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja
Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan
terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh
PARA PIHAK, scbagai Perubahan/Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka
penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
: PENUTUP et . Bt
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (mn)munmw @

~ masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. ‘t._a;n‘,;,.,-,sn:- St
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